
PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 50 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
540 I); 

3. Undang-lJndang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara.n Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
dua kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua. atas Undang-lJndang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kctentuan dalam Pasal 7 
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut 
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kcrja Perangkat Daerah dan unit kerja 
dibawahnya ditetapkan lebih Ianjut dengan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu membcntuk Peraturan Bupati tentang 
Keduduka.n, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Kolaka Timur. 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYMN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

PERATURAN BUPJ\Tl KABUPATEN KOLA!(A TIMUR 
NOMOR 50 TAHUN 2016 

BUPATI KOLAKl\ TIMUR 
PROVINS! SULAvVESl TENGGARA 

I SALINAN I 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan istilah: 
1. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 

UPTD adalah unsur pelaksana tcknis dinas yang 
mclaksanakan kcgiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

8. Jabatan fungsional adalah sekelornpok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas bcrkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang bcrdasa.rkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupatcn 
Kolaka Timur. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATl TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISAS!, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 
KOLAKA TIMUR. 

MEMUTC.JSKAN: 

4. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494}; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tenta.ng Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur [Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Tirnur Tahun 2016 ~omor 21). 
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Menetapkan 



(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

perundang-undangan. 

urusan 
ayat (2), 
peraturan 

intensitas penyelenggaraan 
scbagaimana dimaksucl pada 

berdasarkan ketentuan 

(3) Penentuan 
pernerintahan 
dilaksanakan 

( lJ Tipe perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang 
kcbudayaan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang pariwisata dan bidang kebudayaan diwadahi dalam 
bentuk Oinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 
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Pasal 9 
Kepala Dinas rnernpunyai tu gas rncmimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan urusan pcmerintahan di bidang 
pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan serta bcrtanggung jawab atas 
tcrlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

{ l) Susunan organisasi Dinas, tcrdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; 
d. Bidang Pemasaran Pariwisata; 
e. Bidang Kcbudayaan; 
f. Unit Pelaksana Telrnis Dinas; 
g. Kelompok .Jabatan Fungsional, 

[2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercanturn 
dalam Lampiran Pcraturan ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunah Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan 

kebudayaan; 
c. pelaksanaan pembinaan, cvaluasi dan pelaporan di bidang 

pariwisata dan kebudayaan; 
d. pelaksanaan adrninistrasi Dinas; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberil<an oleh Bupati terkait 

dcngan tugas dan Iungsi Dinas 

Pasal 7 

Dinas mcmpunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan 
urusan pemcrintahan yang menjadi kewcnangan Daerah dan 
tugas pembantuan di bidang pariwisata dan bidang 
kebudayaan. 

Pasal 6 
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( 1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Pcrencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Ba.gian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Percncanaan dan Keuangan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai 
tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, 
program, anggaran, administrasi keuangan, evaluasi, 
pelaporan, tatalaksana dan penilaian kinerja. 

(2) Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (!) huruf b, mempunyai 
tugas melaksanakan koordinasi, adrninistrasi umum, 
pernbinaan, pengendalian, ketatausahaan, surat rnenyurat 
dan kearsipan, kchurnasan clan protokoler, rumah tangga, 
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan 
dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang­ 
undangan. 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 
penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program dan 
penyclenggaraan tugas-tugas bidang sccara terpadu dan 
tugas pelayanan administratif. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin 
olch Sckretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kcpada Kepala Dinas. 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal JO ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran 

di bidang pariwisata dan kebudayaan; 
b. pengelolaan barang milik daerah rkekayaan daerah; 
c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, 
kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; 

ct. pembinaan dan pcnataan organisasl dan tatalaksana; 
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberika.n oleh Kepala Dinas 

sesuai ctengan tugas dan Iungsinya. 
Pasal 12 

Bagian Kedua 
Sekreta.riat 

Pasal JO 

- 5 - I 
I 



PasaJ 17 

(1) Seksi Pengclolaan Obyek clan Daya Tarik Wisata 
seoagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (1) huruf a, 
rnempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pengembangan dan mcngoordinasikan pengembangan 
objek wisata berkaitan dengan wisata alarn, wisata budaya, 
wisata buatan serta membuat data base destinasi wisata 
alam, budaya dan buatan di bidang pengelolaan obyek dan 
daya tarik wisata. 

Bagian Ketiga 
Bidang Destinasi clan lnclustri Pariwisata 

Pasal 14 

( 1) Bidang Destinasi dan lndustri Pariwisata mernpunyai tugas 
melaksanakan penataan kawasan dan daya tarik wisata, 
pemberdayaan masyarakat clan pcngembangan ekowisata, 
investasi dan industri pariwisata. 

(2) Bidang sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1), d ipirnpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

PasaJ 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1), Bidang Destinasi dan lndustri Pariwisata 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan ke bijakan teknis operasional di bi dang 

pengembangan destinasi dan industri pariwisata; 
b. penataan kawasan pariwisata Daerah; 
c. pernbinaan, pengelolaan clan pengembangan daya tarik 

wisata; 
d. pernbinaan, pengelolaan dan pengernbangan aksesibilitas, 

sarana clan prasarana pariwisata; 
c. pemberdayaan masyarakat clan pengembangan ckowisata; 
f. pernbinaan, pengelolaan dan investasi pariwisata; 
g. pernbinaan, pengclolaan dan pengembangan industri 

pariwisata; 
h. penyusunan dan penyampaian cvaluasi clan pelaporan: 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai clengan tugas clan Iungsinya. 

Pasal 16 

(I) Bidang Destinasi dan lndustri Pariwisata, terdiri atas : 
a. Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata; 
b, Seksi Pengembangan Dcstinasi dan Kawasan Strategis; 
c. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata, 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I], dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah clan bcrtanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pcngembangan Destinasi dan 
lndustri Pariwisata. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimal<sud dalam 
Pasal 18 ayat (1), Bidang Pernasaran Pariwisata 
rnenyelenggarakan fungsi: 
a. pcnyiapan pelaksanaan penyusunan pedornan da..n 

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan 
pernasaran dalam dan luar negeri; 

b. penyusunan program, norma standar kriteria dan prosedur 
bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi 
kreatif; 

c. pelaksanakan penyusunan rencana dan program 
pembinaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 

d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kernitraan 
pernasaran pariwisata serta pengembangan digital 
marketing pariwisata; 

e. pelaksanaan pengembangan citra pariwisata; 

Pasal 19 

( 1) Bidang Pcmasaran Pariwisata mcmpunyai tugas 
melaksanakan pembinaan dan pernantauan dalam rangka 
pengembangan jaringan usaha pernasaran dan prornosi 
destinasi wisata, pelayanan informasi pariwisata dan 
budaya, rnerumuskan, melaksanakan kebijakan dan 
pengernbangan ekonomi kreatif. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada. di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang Pemasaran Pariwisata 

(2) Seksi Pengembangan Destinasi dan Kawasan Strategis; 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pengelolaan, penyusunan pedornan penataan obyek wisata, 
kawasana dan dcstinasi pariwisata, peningkatan kemitraan, 
peneuuan dan pengkajian, pendataan penataan dan 
pengawasan di bidang pcngembangan destinasi dan 
kawasan strategis. 

(3) Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai 
tugas metaksanakan perencanaan, verifikasi dan penetapan 
tanda daftar usaha pariwisata, penyiapan rekomendasi 
perizman, pendataan, pemantauan, pengawasan, 
penelitian, pengernbangan dan kerjasama di bidang usaha 
sarana dan jasa pariwisata. 
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( l) Seksi Prornosi Destinasi Pariwisata dan 13udaya 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana seksi promosi destinasi pariwisata 

dan budaya sesuai dengan rencana kerja dinas; 
b. menyelenggarakan pembinaan dan kemitraan dalam 

rangka peningkatan informasi kepariwisataan; 
c. menyelenggarakan pernbinaan dalam ra.ngka peningkatan 

seksi promosi destinasi pariwisata dan buclaya di dalam 
dan di luar negeri; 

d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 
promosi kcpariwisataan clan kebudayaan; 

e. menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi destinasi 
pariwisata dan kebudayaan; 

f. mengembangkan sarana promosi melalui pemanfaatan 
teknoiogi dan media sostai; 

g. menyiapka.n bahan kerja sama dengan instansi 
pernerintah maupun swasta dalam pengadaan dan 
mernajukan sarana promosi kepariwtsataan dan budaya. 

I 

I 

Pasal 21 

[ 1) Bi dang Pemasaran Pariwisata terdiri atas : 
a. Scksi Promosi Destinasi Pariwisata dan Budaya; 
b. Seksi lnformasi Wisata dan Budava; 
c. Seksi Ekonomi Kreatif, 

(2) Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat [ 1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. 

Pasal 20 

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
ekonorni kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan 
iptek; 

g. pclaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri; 
h. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi 

pariwisata dalam dan luar negeri; 
1. pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata; 
J. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan 

pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat bidang 
pengembangan pernasaran; 

k. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi 
kreatif berbasis seni buclaya, media, desain clan iptck serta 
perlmdungan hak kekayaan intelcktual; 

I. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di 
bidang pemasaran pariwisata dan ckonorni kreatif; 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai tugas clan Iungsinya. 
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Bagian Kelima 
Bidang Kebudayaan 

Pasal 2G 

(1) Bidang Kebudayaan mernpunyai tugas rnenyusun kebija.kan 
teknis dalam merencanakan, rnengoordinasikan, 
menyelenggaraka.n manajcmcn taktikal di bidang upaya 
perlindungan, pelestarian dan pemanfaata.n warisan budaya. 
benda dan warisan budaya takbenda, program/kegiatan 
cagar budaya clan pcrrnuscuman, sejarah dan tradisi serta 
kegiatan kesenian, pcmbcntukan tim ahli cagar budaya 
skala kabupaten, pendataan kebudayaan, pcngembangan 
pendidikan karakter bangsa, pengembangan kompetensi 
clan surnbcrdaya seni, penyediaan kebutuhan sarana 
prasarana budaya, sejarah dan kcsenian. 

(2) Seksi Informasi Wisata dan Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mernpunyai tugas: 
a. menyusun rencana Seksi lnformasi Wisata dan Budaya 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 
b. menyelenggarakan pembinaan dan kemitraan dalam 

rangka pcningkatan Informasi kepariwisataan; 
c. rnengumpulkan bahan dan rncnyu sun laporan di bidang 

informasi kepariwisataan dan kebudayaan; 
ct. mengernbangkan sarana informast mclalui pernanfaatan 

teknologi inforrnasi; 
e. menyiapkan bahan kerja sarna dengan instansi 

perncrintah maupun swasta dalam pengadaan dan 
mernajukan sarana informasi kepariwisataan; 

f. rnelakukan upaya informasi dan menyiapkan bahan 
penyelenggaraan informasi melalui media cetak, film, 
slide, poster, brosur, leaflet, internet dan lain-lain; 

g. mernbuka pusat-pusat inforrnasi wisata dan hudaya; 
h. mengumpulkan bahan dan pcnyusunan laporan di 

bidang promosi kepariwisataan; 
(3)Scksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 

'.20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana Seksi Ekonomi Kreatif sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 
b. pelaksanaan pernbinaan terhadap karya-karya kreatif 

radio, fashion, periklanan, penerbitan dan percetakan, 
piranti lunak dan pelaya.nan teknologi inforrnasi, 
perma.inan interaktif, arsitektur, desain, riset dan 
pengembangan; 

c. pembinaan, perlindungan, pemberian penghargaan 
terhadap pelaku clan karya kreatif skala kabupaten; 

ct. melaksanakan monitoring dan rekornendasi izin 
pelaksanaan even-even kreatif berbasis seni dan budaya 
serta media, desain dan iptek. 
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(I) Bidang Kebudayaan , terdiri atas : 
a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; 
b. Seksi Sejarah dan Tradisi; 
c. Seksi Kesenian. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dipimpin oleh 
Kcpala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Kebudayaan. 

Pasal28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat ( 1 ), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pclaksanaan penyusunan rcncana program dan kegiatan 

kebudayaan; 
b. pelaksanaan koordinasi l<ebudayaan dengan stakeholder 

kebudayaan pada perangkat daerah kabupaten; 
c. pelaksanaan koordinasi atas kegiatan tugas pembantuan 

bidang kcbudayaan; 
d. pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pernbangunan, 

dan pengclolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan 
cagar budaya; 

e. pelaksanaan koordinasi atas pernbinaan, pernbangunan, 
dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan sejarah dan 
tradisi; 

f. pclaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi 
kegiatan kebudayaan; 

g. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, 
sejarah dan kesenian; 

h. pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan kegiatan 
kesenian; 

1. pclaksanaan pernbinaan dan pengembangan kompetensi 
sumber daya seni; 

J. pclaksanaan pendataan kebudayaan, sejarah dan kesenian: 
k. pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan bidang; 
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2] Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 27 
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(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana 
tcknis dinas secara operasional di lapangan, 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha 
dan .Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Tcknis 
Din as. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubcrnur Sulawesi 
Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Pasal 30 

Bagian Kctujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

( l) Seksi Cagar Budaya dan Pcrmuseuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 1) huruf a, mernpunyai 
tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan 
melaksanakan pcngcmbangan cagar budaya dan kegiatan 
permuseuman daerah, mengcndalikan, rnengolah, 
rnclestarikan dan melaksanakan pemetaan cagar budaya, 
sosialisasi kerangka dasar pengembangan cagar budaya 
dan pcrmuseuman di daerah. 

(2) Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (l) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, 
membina dan melaksanakan pengernbangan sejarah dan 
tradisi lokal, inventarisasi, penulisan clan pendokumentasian 
sumber sejarah dan publikasi scjarah, mengcndalikan, 
mengolah, rnelestarikan dan pernetaan tradisi lisan dan 
tradisi tertulis, apresiasi terhadap para sejarawan lokal, 
penyusunan database dan sistern informasi geografi sejarah, 
koordinasi dan kernitraan pemetaan sejarah serta diklat 
sejarah. 

(3) Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, 
mengoordinasikan, mernbina dan melaksanakan 
pengembangan warisan budaya takbenda di bidang kesenian 
dan kemahiran, permainan tradisional dan pertunjukan, 
melaksanakan apresiasi terhadap pengembangan seni, 
sosialisasi kerangka dasar pengembangan kesenian di 
daerah, pengembangan pendataan warisan budaya takbenda 
di bidang seni. 

Pasal 29 
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( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelornpok tenaga fungsional wajib rnenerapkan pri.nsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pernerintah Daerah serta dengan 
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-rnasing. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi balk internal maupun a.ntar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing. 

(3) Setiap pernimpin satua.n orga.nisasi dilingkungan 
Pernerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan 
melekat. 

Pasal 33 

BABY 
TATA KERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kclornpok sesuaibidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah .Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 32 

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 31 

Bag,ian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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( l) Dalam hal Kepala Din as berhalangan, Sekretaris 
melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesual dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) DaJam haJ Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
mcmbidangi tugas instansi tcrsebut untuk rnewakili 
Kepala Dinas. 

Pasal 40 

Dalam mela.ksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pernberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengada.kan rapat 
berkala, 

Pasal 39 

Dalarn menyarnpaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara Iungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 38 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dart 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 37 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Kepala. Seksi 
wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya rnasing-masing dan rnenyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya, 

Pasal 36 

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan rnemberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pela.ksanaa.n tugas bawahannya, 

Pasal 35 

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentua.n perundang­ 
unda.ngan yang berlaku. 

Pasal 34 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Kabupaten Kolaka Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur 
[Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 
•18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 43 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pcmbcrhentian dalarn 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-unda.ngan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan dlberhcntikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan 
pirnpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau 
jabatan administrator. 

(SJ Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon lllb 
a tau jabatan administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas 
merupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV 
atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat ctan 
diberhentikan oleh Bupari atas usu! Kepala Dinas rnelalui 
Sekretaris Daerah. 

(8) Formasi dan persya.ratan jabatan pada Dinas ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

Pasal 42 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JAAATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, rnasing­ 
masing pcjabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah 
dapat mendelegasikan kewenangan tcrtentu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 41 
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Pembina, Gol. IV/ a 
19800317 200003 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP LA BAGJAN HUKUM, 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMURTAHUN 2016 NOMOR 50 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada Langgal 7 Desember 2016 

SAMSUL BAHRI MADJID 

ttd 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKi'\ TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desember 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar supaya seriap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
dalam Serita Da.erah Kabuparen Kolaka Timur. 

Pasal 44 

- 15 - 

• 



SURYA HATTA AM , . SH. LLM 
Pembina. Go!. IV/ a 

19800317 200003 1 001 

Salman sesuai dengan aslinya 
KEP A BA.GIAN HUKUM, 

.-- l- ~ 

TONY HERBIANSYAH 

BUPATl KOLAKA TIMUR, 

ttd 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS I 
KELOMPOK JABATAN I 

FUNGSJONAL I· I 
SU BAG. SU BAG. 

PERENCANAAN s UMUMOAN 
KEUANGAN KEPEGAWAIAN 

I I I 
810ANG BIOANG Bl~ANG 

DESTINASI s INOUSTRI PEMASARAN WISATA KEBUOAYAAN 
PARIWISATA 

I I I 
SEKSI SEKSI 

SEKSI 

.... PENGOlAHAN PROMOS! ,.. - CAGAR BUOAYA 8 08YEK & DAYA DESTINASI PARIWISATA & 
TARll(WISATA SUDA YA PERMUSEUMAN 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

PENGEMBANGAN 
I- OESTINASI & KAWASAN INF0Rt.1A$1 SEJARAH & TRAOISI - - 

STRATEGIS WISATA & BUOAYA 

SEKSI SEKSI SEKSI 

I- USAHA SARANA & EKONOMI - KESENlAN 
JASA PARiWISATA KREATIF . 

UPTD 
- 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PAR!\!JISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAK!\ TIMUR 
: 50 Ti\HUN 2016 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI. TUOAS DA 
FUNGS!, SERT!\ TATA KERJA D!NAS PARIW!SATA DA 
KEBUDi\YMN Ki\BUPATEN KOL.ill</\ TIMUR. 

LAMPJRAN 
l\OMOR 
TENTANG 

• 




